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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern saat ini, administrasi publik sering dipandang memiliki tanggung 

jawab untuk menetapkan kebijakan dan program pemerintah. Secara khusus, 

merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan 

kegiatan pemerintah. Pada suatu negara, penyelenggaraan administrasi publik 

dilaksanakan di tingkat pusat, menengah dan lokal. Hubungan antara berbagai tingkat 

pemerintahan dalam suatu negara semakin menarik perhatian administrasi. 

Administrasi publik adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem manajemen 

nasional dari perspektif politik, organisasi, manajemen, dan layanan. Administrasi 

publik selalu terkait erat dengan cabang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lebih 

lanjut, administrasi publik terkait erat dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang 

berkaitan dengan ruang publik, tujuan nasional, administrasi pembangunan, dan etika 

yang mengatur penyelenggaraan negara secara benar. Selain itu, administrasi publik 

juga membahas mengenai isu-isu pembangunan global yang berhubungan dengan 

publik dan tentunya juga memiliki keterkaitan dengan masyarakat. 

Salah satu isu dalam agenda pembangunan global nasional ialah mengenai 

kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi agenda pembangunan global 

nasional khususnya terhadap anak yang sejak ditandatanganinya konvensi hak anak 

pada tahun 1990. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terlibat dan telah 

meratifikasinya menjadi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 

yang diubah ke nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang – Undang 
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tersebut didasarkan oleh semangat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari 

berbagai bentuk kekerasan. Salah satunya dengan dikeluarkan kebijakan mengenai 

Kabupaten dan Kota layak Anak, yang diberlakukan di seluruh Indonesia, yaitu 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan 

Kabupaten / Kota Layak Anak. Indonesia sudah benar – benar berada pada kondisi 

gawat darurat anak. Kasus kekerasan terhadap anak – anak di Indonesia beberapa 

tahun ini meningkat dengan sangat tajam (Andini, 2019) 

Kekerasan merupakan salah satu dari kejahatan yang angka peningkatan kasusnya 

tinggi dan kasus kejahatan paling serius yang perlu mendapat perhatian khusus 

maupun pelayanan yang tepat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat 

menimbulkan akibat yang serius bagi korban yaitu perempuan dan anak. Kesehatan 

fisik dapat terwujud, misalnya dalam bentuk memar, luka luar dan dalam, gangguan 

kesehatan kronis dan infeksi menular seksual, Human Immunodeficiency 

Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS). Kesehatan mental dapat 

memanifestasikan dirinya sebagai efek yang menghancurkan seperti depresi, 

kecemasan, harga diri rendah, disfungsi seksual, gangguan stres pasca-trauma, bunuh 

diri, korban pelaku, dan kematian terkait aborsi. Kebanyakan kasus kekerasan yang 

berulang kali adalah kekerasan fisik baik dalam lingkup rumah tangga maupun 

wilayah publik (Andini, 2019) 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas pembangunan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal tersebut merupakan pesan yang 

disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 

pada siaran pers nomor B- 264/Set/Rokum/MP 01/10/2019. Isu prioritas ini harus 
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disikapi dalam pencegahan dan penanggulangan perempuan dan insiden kekerasan 

terhadap perempuan melalui koordinasi dan sinergi dan juga melibatkan keterlibatan 

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, 

komunitas bisnis dan media massa. Ini dapat diimplementasikan paling efektif dengan 

bekerja sama (Rahma et al., 2022). 

Kekerasan yang semakin marak hingga saat ini yaitu kekerasan seksual dan yang 

menjadi korbannya ialah perempuan. Kekerasan seksual ini sesungguhnya seperti 

fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang tampak hanya sebagian kecil saja, 

namun justru mayoritas tidak tampak di permukaan karena tidak dilaporkan. 

Fenomena gunung es kekerasan seksual pada anak yang semakin meningkat 

jumlahnya tiap tahun mendorong adanya upaya promotif dan preventif sejak dini 

(Mufreni & Rosida, 2021). 

Data tersebut merupakan fenomena gunung es, banyak korban enggan untuk 

melaporkan. Salah satu alasannya adalah sulitnya pelaporan karena jarak ke kantor 

polisi terlalu jauh atau pusat kesehatan terdekat tutup. Kelalaian melapor dapat 

berakibat lebih fatal, termasuk risiko kematian akibat keterlambatan penanganan. 

Pelaporan yang mudah adalah kunci untuk mengurangi risiko kematian dan 

memberikan penanganan yang cepat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan 

anak. (Mufreni & Rosida, 2021). 

Dalam situasi bencana, perempuan dan anak sangat berisiko mengalami berbagai 

bentuk kekerasan berbasis gender sehingga diperlukan upaya pencegahan dan 

penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020. Peran lembaga publik memberikan 

dampak yang signifikan terhadap permasalahan yang ada dan masyarakat juga 

diharapkan melibatkan pemerintah dalam mengatasi permasalah tersebut. Masyarakat 

memiliki harapan yang nyata terhadap pemerintahnya karena menurut falsafah dan 

konstitusi pancasila, setiap warga negara berhak atas rasa aman, adil dan bebas dari 

segala bentuk kekerasan. Lembaga publik memiliki misi yang sangat strategis untuk 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakatnya. (Hermawati, 

2018) 

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama ini 

merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian. Di 

mana-mana kini berjatuhan korban tindak kekerasan yang umumnya kalangan 

perempuan dan anak – anak. Mengingat masalah kekerasan terhadap perempuan dan 

anak yang sangat ironis dan meresahkan adalah tugas otoritas publik untuk 

menanganinya. Sering terjadi insiden kejahatan, kerusakan moral, pemerkosaan, 

pelecehan, pelecehan seksual, pelecehan anak dan lain-lain. Kekerasan terhadap anak 

dapat terjadi di rumah (di dalam rumah) atau di masyarakat. (Hidayat, 2021). 

Salah satu langkah mendasar yang diambil negara dalam perlindungan anak adalah 

dengan diundangkannya Undang – Undang yaitu Undang – Undang No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak. Undang – Undang ini mengatur tentang hak dan 

kewajiban anak serta segala hal yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan 

adanya Undang – Undang ini diharapkan anak-anak di Indonesia terlindungi 

sepenuhnya. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa sudah sepatutnya bangsa 

yang bijak selalu berusaha melindungi generasi mudanya dari kemungkinan terburuk 

yang bisa terjadi (Febiany, 2021). 
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Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki jumlah penduduk 

yang padat. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan 

hingga saat ini. Namun dewasa ini pemberitaan media masa berbanding terbalik, 

dimana anak yang seharusnya dilindungi dan diberikan pengawaan dalam tumbuh dan 

berkembangnya malah menjadi korban kekerasan seksual. Tingginya kasus kekerasan 

ini masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat (Ayu & Jaya, 2021) 

Berdasarkan pengamatan, masih terdapat beberapa tantangan terkait perlindungan 

perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan, dengan adanya berbagai bentuk 

kekerasan verbal maupun non – verbal serta cara-cara menghindari kekerasan. Pelajari 

cara memanfaatkan potensi dalam diri, mengandung konten positif agar semua orang, 

baik dewasa maupun anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal 

potensinya tanpa takut akan kekerasan baru. Diyakini bahwa lingkaran setan kekerasan 

dapat diputus. (Antari, 2021) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Menanggapi kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan yang hingga saat ini makin 

meningkat juga merupakan salah satu tanggung jawab yang dimiliki oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan anak memiliki setiap tahunnya memiliki data kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak. Berikut merupakan data kasus kekerasan yang ada di 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2021. 
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GAMBAR 1.1 JUMLAH KASUS KEKERASAN DI PROVINSI SUMATERA 

SELATAN TAHUN 2020 

Sumber : Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, Kota Palembang 

memiliki kasus tertinggi diantara Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera 

Selatan. Banyaknya korban kekerasan pun berdasarkan data tersebut, mayoritas 

menjadi korban kekerasan yakni perempuan. 

GAMBAR 1.2 JUMLAH KASUS KEKERASAN DI PROVINSI SUMATERA 

SELATAN TAHUN 2021 

Sumber : Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kekerasan terhadap 

perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Kabupaten Muara 

Enim memiliki kasus tertinggi diantara Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera 

Selatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Muara Enim memiliki kasus 
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yang sangat meningkat drastis. Jumlah keseluran kekerasan pun baik korban laki-laki 

dan perempuan juga kian meningkat. 

Empirical Problem : 

1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan 

meningkat dari tahun ke tahun. 

2. Upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan lamban dalam penanganan kasus tersebut. 

3. Masih kurangnya penggunaan mengenai aplikasi SIMFONI-PPA 

sebagai salah satu pedoman dalam pembuat kebijakan untuk 

menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di 

Provinsi Sumatera Selatan 

Dalam menindaklanjuti tentang kasus kekerasan terutama di Provinsi Sumatera 

Selatan, sesuai peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

pembentukan, uraian tugas dan fungsi unit pelaksana teknis Dinas Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak memerlukan strategi yang tepat guna mempercepat 

penanganan pada kasus kekerasan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang penulis 

lakukan, dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

khususnya terhadap kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak membuat suatu strategi. Strategi tersebut dibuat untuk menangani kasus tindakan 

kekerasan salah satunya melalui adanya aplikasi SIMFONI – PPA.  

GAMBAR 1.3 TAMPILAN APLIKASI SIMFONI – PPA 
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Sumber: Aplikasi SIMFONI – PPA  

 

Strategi nyata yang telah dilakukan selama ini oleh DPPPA dalam perlindungan 

terhadap perempuan dan anak diantaranya, sosialisasi tentang pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak, 

melaksanakan kegiatan organisasi perempuan dan anak, pemantauan kekerasan yang 

terjadi pada perempuan dan anak dengan menyediakan data kekerasan, dan 

menerapkan hukum serta kebijakan tentang perlindungan anak. 

Selain itu, di era globalisasi seperti sekarang ini, perlunya mobilitas cepat dan 

penanganan yang tanggap dari instansi. E – Goverment menjadi salah satu opsi untuk 

menangani jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. E – Goverment di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provins Sumatera Selatan 

salah satunya yaitu SIMFONI – PPA sebagai aplikasi pendataan jumlah kasus 

kekerasan dan yang lainnya serta untuk pengaduan kasus bisa melalui website 

dpppa.sumselprov.go.id atau email dp3asumsel@gmail.com. E – Goverment 

diharapkan tidak dipandang hanya sebagai alat bantu atau perangkat saja, tetapi juga 

menjadi bagian penting dari proses pelayanan dan pengembangan operasional. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki misi yang 

sangat strategis yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kita. mengingat 

persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sangat ironis dan dan 

mailto:dp3asumsel@gmail.com
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meresahkan, maka menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak untuk mengatasi hal tersebut. Sering terjadi insiden kejahatan, kerusakan moral, 

pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan anak, dan lain-lain. kekerasan terhadap 

perempuan dan anak dapat terjadi di rumah (di dalam rumah) atau di masyarakat 

(Hidayat, 2021). 
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GAMBAR 1.4 LAPORAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP 

PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERJADI BERDASARKAN HUBUNGAN 

 
         Sumber: Aplikasi SIMFONI – PPA  

 

Dalam pengumpulan data terkait jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menggunakan sebuah 

sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berupa 

sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak yaitu 

SIMFONI – PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). 

Sistem ini dibangun sebagai media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus 

kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Melalui sistem aplikasi ini, dapat 

mempermudah pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun lintas 

provinsi. Dalam penerapan sitem aplikasi SIMFONI – PPA tersebut, berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara peneliti, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak masih memiliki kendala – kendala pada penggunaanya sehingga dalam kasus 

penanganan belum sepenuhnya berjalan efektif (Oleh, 2020). 

Dari uraian latar belakang diatas, diperlukan pengamatan lebih lanjut mengenai 

strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta perlu 

diketahui apa saja hambatan dan kendala dalam upaya pencegahan segala bentuk 
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kekerasan memalui aplikasi SIMFONI – PPA. Maka dari itu, peneliti memuat 

penelitian ini berjudul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Online 

Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) dalam Upaya Penanganan 

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan”, dengan harapan 

penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi 

SIMFONI-PPA yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

di Provinsi Sumatera Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi online perlindungan 

perempuan dan anak (SIMFONI – PPA) dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Sumatera Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan mengkritisi penggunaan aplikasi  

SIMFONI – PPA dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak di  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan yang 

bermanfaat, sumbangan pemikiran, dan dapat menjadi salah satu bahan kajian 

di suatu kasus terutama dalam lingkungan Ilmu Administrasi Publik khususnya 

mengenai penggunaan aplikasi di suatu instansi sekaligus sebagai bahan 

referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang 

penelitian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

A. Instansi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai penggunaan aplikasi SIMFONI-PPA, dan memperoleh 

gambaran serta masukan positif agar kedepannya penggunaan aplikasi 

dilaksanakan lebih efektif dan dapat merealisasikan berdasarkan yang 

direncanakan sebelumnya. 

B. Masyarakat (Perempuan dam Anak 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai adanya aplikasi SIMFONI-PPA ini yang membantu dalam 

menindaklanjuti segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan 

anak. 

C. Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat menambahkan wawasan serta 

pengetahuan terkhususnya mengenai penggunaan aplikasi 

SIMFONI-PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Provinsi Sumatera Selatan. Demikian pula bagi pihak Dinas 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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